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xPEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Tsa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ha H ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Za Z Zet
س Sin S es
ش Syin Sy es dan ye
ص Shad Ṣ es (dengan titik di bawah)
ض Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah)
ط Tha Ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah)
xi
ع ‘ain ‘ apostrof terbaik
غ Gain G eg
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك kaf K Ka
ل Lam L Ei
م Mim M Em
ن nun N En
و Wawu W We
ه ha H Ha
أ Hamzah ’ Apostrof
ي ya’ Y Ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tungggal bahasa Arab yang
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َ◌ Fathah A A
 ِ◌ Kasrah I I
 ُ◌ Dammah U U
xii
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
ي / ا ،◌َ fathah dan alif
atau ya
a a dan garis di
atas
ي ◌ِ kasrah dan ya i i dan garis di atas
و ◌ُ dammah dan wau
u
u dan garis di
atas
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t].
Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ي ◌َ fathah dan ya Ai a dan i
و ◌َ fathah dan wau Au a dan u
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[h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu transliterasinya dengan [h].
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf يber-tasydiddi akhir
sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah( ِي ), maka ia ditransliterasikan seperti
huruf maddah(i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif
lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia,
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atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah,khususdan
umum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf  Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang Al-.
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ABSTRAK
Nama : A Muh Arham S
Nim : 10200113160
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ijarah (Leasing) Menurut Pandangan
Ekonomi Islam (Studi Kasus Di BMT Al-Rasyidin Kota
Makassar)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi teori
bisnis tazkiyah pada akad Ijarah dan penerapan akad pada pelaksanaan Ijarah di
BMT Al-Rasyidin sesuai dengan pandangan sistem ekonomi islam.
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan sosiologis dengan metode pengumpulan data berupa wawancara,
observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis yaitu
pengambilan data, redu ksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi teori bisnis Tazkiyah di
BMT tersebut adalah tentang bagaimana sebuah BMT menawarkan dan memasarkan
juga mengaplikasikan semua Akad yang di tawarkan BMT Al-Rasyidin sesuai
dengan prinsip Ekonomi Islam dan transaksi yang di lakukan kedua belah pihak atas
dasar Ridho atau rela dan tidak ada paksaan serta tidak memberatkan atau merugikan
salah satu pihak. Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip Tazkiyah dimana prinsip
tersebut adalah sebuah transaksi ekonomi yang suci dan bersih bukan hanya tertuju
pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, melainkan juga yang lebih menentukan
bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah, ataukah
mendapatkan harta benda itu serta berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah.
Implikasi dari penelitian ini diharapkan pihak BMT agar mampu
memperkenalkan produk jenis Ijarah kepada masyarakat dan mampu menerapkan
prinsip sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah serta mampu mengimplementasikan
teori bisnin Tazkiyah dengan sebetul-betulnya agak tidak merugikan pihak BMT
maupun masyarakat.
Kata Kunci : Baitul maal wat tamwil (BMT),akad ijarah, produk BMT, teori bisnis
tazkiyah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam perkembangan kehidupan manusia pada saat ini begitu banyak
kebutuhan yang harus dipenuhi yang semuanya berujung pada peningkatan taraf
hidup. Kondisi zaman mengalami perkembangan yang luar biasa di segala
kehidupan kemasyarakatan, termasuk kebutuhan di bidang ekonomi.
Sistem ekonomi kapitalisme berasas laissez faire (bebas, liberal) berasas
kepada konsep pertarungan bebas yang berlaku dan terus mengalami
perkembangan dalam masyarakat yang mengakibatkan pergeseran dan pudarnya
nilai moral bangsa kita. Sistem ekonomi kapital telah mengakibatkan krisis moral
juga mengandung nilai yang di larang di dalam agama islam di antaranya Riba,
Eksploitasi, dan Degradasi moral.
Untuk keluar dari kondisi ini di tengah krisis kontemporer yang bebas
nilai, hampa nilai, yakni paham kapitalis, kita menemukan Islam sebagai alternatif
sistem yang penuh lengkap memuat nilai moral kehidupan dan juga mengajarkan
tentang bertransaksi dengan teori bisnis tazkiyah. Teori bisnis tazkiyah itu sendiri
mengandung nilai kesucian dan kejujuran di dalam bertransaksi agar tidak ada
yang harus di rugikan satu sama lain di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam
Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai upah :
2 ﺎ َﻣ ْﻢ ُ ﺘ ْﻤﱠ ﻠ َﺳ ا َذ ِ إ  ْﻢ ُﻜ ْﯿ َ ﻠ َﻋ َحﺎ َ ﻨ ُﺟ َﻼ َﻓ ْﻢ ُﻛ َد َﻻ ْو َ أ اﻮ ُﻌ ِﺿ ْﺮَ ﺘ ْﺴ َ ﺗ ْن َ أ ْﻢ ُ ﺗ ْد َر َ أ ْن ِ إ َو
 ٌﺮﯿ ِﺼَﺑ َنﻮُ ﻠ َﻤ ْﻌ َ ﺗ ﺎ َﻤ ِ ﺑ َ ﱠﷲ ﱠنَ أ اﻮ ُﻤ َ ﻠ ْﻋا َو َ ﱠﷲ اﻮُ ﻘ ﱠ ﺗا َو ۗ ِفو ُﺮ ْﻌ َﻤ ْﻟﺎ ِ ﺑ ْﻢ ُ ﺘ ْﯿ َ ﺗآ
Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah Ayat 233
Gagasan untuk mengadakan atau mendirikan bank-bank Islam muncul
dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21
sampai dengan 27 April 1969, sedangkan gagasan mengenai konsep ekonomi
Islam secara internasional muncul pada sekitar dasawarsa 70-an, ketika pertama
kali diselenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi Islam di Mekkah
pada tahun 1976 .
Lahirnya lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wat Tamwil yang biasa
disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba. Sebagian
besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya
menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang
beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan
besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa.
Realitas di atas merupakan faktor yang melatarbelakangi lahirnya lembaga
keuangan syariah termasuk BMT. Tujuan yang ingin dicapai para
penggagasannya tidak lain untuk menampung dana umat Islam yang begitu besar
dan menyalurkan  kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha
kecil yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam
3bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip
syariah.
Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara
teknis finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk
BMT. Untuk dapat mengembangkan usahanya, BMT mengeluarkan jenis-jenis
usaha seperti penghimpunan dana wadi’ah, penghimpunan dan penyaluran dana
mudharabah, penghimpun dan penyaluran dana musyarakah, serta penyaluran
dana murabahah. Adapun produk-produk lain seperti bai’salam, ijarah, ijarah wa
iqtina’, hiwalah, sharf, qardl dan seterusnya, BMT belum terbiasa
menerapkannya.
Beberapa produk pada Baitul Maal Wat Tamwil di atas sudah ada pada
masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sampai awal perkembangan Islam
sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di
dunia modern, misalnya Al-Musyarakah (joint venture), Al-Bai’u takjiri (venture
capital), Al-Ijarah (leasing), At-Takaful (insurance), Al-Bai’u Bit Thaman Ajil
(instalment – sale). Al-Murabahah (kredit pemilikan barang), pinjaman dengan
tambahan bunga (riba), dan lain-lain.
Salah satu jenis usaha yang tersebut di atas yaitu ijarah (leasing) sudah
diterapkan BMT, tetapi hanya beberapa BMT yang mengeluarkan produk ini.
Ijarah (leasing) merupakan suatu perbuatan ekonomi yaitu suatu bentuk
pembiayaan bagi membutuhkan khususnya bagi para pengusaha-pengusaha kecil
dan usaha-usaha mikro lainnya.
4Berpegang pada ketentuan umum tentang perikatan, maka ijarah (leasing)
merupakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian untuk pembiayaan dan pengadaan
barang modal yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha kecil atau perusahaan.
Dimana masing-masing pihak mengikatkan diri tentunya menghendaki adanya
kepastian hukum, sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian ijarah
(leasing) ini tentunya tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana dijelaskan dalam
Surah At-Thalaq ayat 6:
ۖ  ﱠﻦُھ َرﻮ ُﺟُ أ ﱠﻦُھﻮُ ﺗﺂ َﻓ ْﻢ ُﻜَ ﻟ َﻦ ْﻌ َﺿ ْرَ أ ْنِ ﺈ َﻓ
Artinya :
“…Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya (At-Thalaq : 6)
Dengan adanya jenis-jenis usaha yang ditawarkan oleh Lembaga
Keuangan Syariah dalam hal ini adalah ijarah yang dikeluarkan oleh Baitul Maal
Wat Tamwil diharapkan dapat membantu perekonomian dan mampu memulihkan
kondisi bangsa yang berlandaskan syariah.
Dalam perjanjian ijarah (leasing) tidak mutlak membebankan pengusaha
dengan agunan-agunan tertentu, kalaupun ada kollateral (jaminan) jumlahnya
tidak lebih dari 50% dari harga sewa, yang dilihat oleh lessor dalam hal Baitul
Maal Wat Tamwil adalah apakah obyek ijarah yang diberikan oleh lessee akan
mempunyai nilai tambah terhadap aktivitas perusahaan, belum lagi manfaat dari
barang kollateral tidak dikenali secara spesifik sedemikian rupa yang pada
akhirnya akan mengakibatkan sengketa, yang mana seharusnya pihak Baitul Maal
5Wat Tamwil harus mengenali spesifikasi manfaat harus dikenali secara jelas
termasuk jangka waktu dan identifikasi fisik.
Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dekat pelaksanaan ijarah (leasing)
yang mencakup tentang mekanisme dan teknik-teknik khusus yang digunakan
dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan
ijarah (leasing)
Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan suatu
penelitian tentang Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Ijarah (Leasing) Dalam
Pandangan Ekonomi Islam di BMT Al- Rasyidin Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang serta alasan-alasan penulis dalam memilih judul
tersebut, penulis bermaksud mengetahui lebih dalam suatu produk syariah dari
suatu lembaga keuangan syariah maka sangatlah perlu dilakukan penajaman
rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi teori bisnis tazkiyah pada Baitul Maal Wat Tamwil
di BMT Al-Rasyidin Kota Makassar?
2. Bagaimana penerapan akad pada pelaksanaan ijarah (leasing) menurut
pandangan ekonomi Islam pada Baitul Maal Wat Tamwil di BMT Al-Rasyidin
Kota Makassar?
6C. Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan untuk :
1. Memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak secara umum dan kepada
penulis khususnya mengenai pelaksanaan Ijarah (leasing) menurut pandangan
ekonomi Islam pada Baitul Maal Wat Tamwil di BMT Al-Rasyidin Kota
Makassar.
2. Menambah wawasan kepada penulis dan pihak lain mengenai perekonomian
yang berlandaskan syariah.
D. Tujuan Penelitian
Sebagai suatu karya ilmiah maka tentunya penelitian dalam tesis ini
memiliki tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan
dalam penulisan ini adalah :
1. Untuk mengetahui implementasi teori bisnis tazkiyah menurut pandangan
ekonomi islam pada Baitul Maal Wat Tamwil di BMT Al-Rasyidin Kota
Makassar.
2. Untuk mengetahui penerapan akad pada pelaksanaan ijarah (leasing) menurut
pandangan ekonomi Islam pada Baitul Maal Wat Tamwil di BMT Al-Rasyidin
Kota Makassar.
E. Fokus Penelitian
Penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada tekhnis pelaksanaan
Akad Ijarah di BMT Al-Rasyidin agar dapat mengambil kesimpulan tentang
bagaimana implementasi akad Ijarah menurut pandangan ekonomi Islam.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Nilai-nilai Ekonomi Islam
Konsep ekonomi Islam yang akhir-akhir ini menjadi bagian penting dari
sistem perekonomian masyarakat, hendaknya harus dirawat eksistensinya dan
harus pula disikapi secara proaktif oleh seluruh umat Islam. Bagaimanapun,
ekonomi Islam utamanya sistem syariah yang dipakai dalam sistem
operasionalisasi perbankan nasional dan lembaga keuangan telah menjadi bagian
yang sangat vital dan strategis bagi denyut gerakan perekonomian masyarakat.
Terbukti sistem ekonomi perbankan (kapitalis) yang diterapkan selama ini
ternyata sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi. Sebaliknya sistem
perbankan yang menurut prinsip Islam (syariah) terbukti sangat immunity
terhadap hantaman moneter dan gejolak-gejolak ekonomi lainnya
(www.google.com, diakses tanggal 8 Februari 2017).
Secara filosofis, nilai-nilai yang terakumulasi dalam sistem hukum
ekonomi Islam antara lain kemaslahatan (individu dan kolektif), keadilan, moral
(akhlaqul karimah), keseimbangan, kemanfaatan, pelarangan riba, dan
pembebasan dari unsur-unsur keharaman di dalamnya (Hamid, 2004:6).
Nilai-nilai sistem perekonomian Islam menurut Antonio (2001, 10 – 17)
adalah sebagai berikut :
81. Perekonomian masyarakat luas
Banyak ayat Al-Qur’an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja
perekonomian Islam, diantaranya sebagai berikut :
 َﻦﯾِﺪِﺴْﻔُﻣ ِضَْرْﻷا ِﻲﻓ اَْﻮﺜَْﻌﺗ َﻻَو ِ ﱠﷲ ِقْزِر ْﻦِﻣ اُﻮﺑَﺮْﺷاَو اُﻮﻠُﻛ
Artinya :
“... Makan dan minumlah dan rezeki (yang diberikan) Allah dan
janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan.”
(al-Baqarah:60)
ۚ ِنَﺎﻄْﯿ ﱠﺸﻟا ِتاَُﻮﻄُﺧ اﻮُِﻌﺒﱠَﺘﺗ َﻻَو ًﺎﺒﱢﯿَط ًﻻَﻼَﺣ ِضَْرْﻷا ِﻲﻓ ﺎ ﱠﻤِﻣ اُﻮﻠُﻛ ُسﺎﱠﻨﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ ُﮫﱠِﻧإ
 ٌﻦِﯿﺒُﻣ ﱞوُﺪَﻋ ْﻢَُﻜﻟ
Artinya :
“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di
bumi dan janganlah kamu mengikuti Iangkah-langkah setan karena
sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (al-
Baqarah:168)
 ﻻ َ ﱠﷲ ﱠِنإ اوَُﺪﺘَْﻌﺗ ﻻَو ْﻢَُﻜﻟ ُ ﱠﷲ ﱠﻞََﺣأ ﺎَﻣ ِتَﺎﺒﱢﯿَط اﻮُﻣ ﱢﺮَُﺤﺗ ﻻ اُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ
 ْﻌُﻤْﻟا ّﺐُِﺤﯾ) َﻦﯾَِﺪﺘ٨٧ ِِﮫﺑ ُْﻢﺘَْﻧأ يِﺬﱠﻟا َ ﱠﷲ اُﻮﻘﱠﺗاَو ًﺎﺒﱢَﯿط ﻻﻼَﺣ ُ ﱠﷲ ُﻢَُﻜﻗَزَر ﺎ ﱠﻤِﻣ اُﻮﻠُﻛَو (
 َنُﻮﻨِﻣْﺆُﻣ
Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa
yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang melampaui batas. Dan, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah
Yang kamu beriman kepada-Nya.” (aI-Maa’idah:87 – 88)
Semua ayat di atas merupakan penentuan dasar pikiran dan pesan Al-
Qur’an dalam bidang ekonomi. Dan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa
Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan
oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan
pertumbuhan, baik materi maupun nonmateri.
9Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan
materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang
ditetapkan.
Rambu-rambu tersebut di antaranya : carilah yang halal lagi baik;
tidak menggunakan cara batil; tidak berlebih-lebihan/melampaui batas; tidak
dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, maisir
(perjudian dan intended speculation), dan gharar (ketidakjelasan dan
manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat,
infaq, dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan
perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self interest
(kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.
Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai
jaminan Allah bahwa Ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang
diciptakanNya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau
mengemis. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah SAW. Menyatakan :
Barangsiapa yang mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan
diri dari mengemis, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat
kebaikan kepada tetangganya maka Ia akan menemui Tuhan dengan
muka atau wajah bensinar bagai bulan purnama.
Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan
karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual
ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun
sosialis.
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Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam
mengefisienkan produksi. Peran sistem sosialis dalam upaya pemerataan
ekonomi pun sangat berharga. Akan tetapi, kedua sistem tersebut telah
mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan
manusia.
2. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh
Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial
yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan
kasih sayang sebagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan
tak diikat batas geografis.
3. Keadilan Distribusi Pendapatan
Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam
masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap
persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan
menggunakan cara yang ditekankan Islam.
4. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial
Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan
bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia lidak tunduk kepada siapa pun
kecuali kepada Allah (Al-Ra’d: 36 dan Luqman: 32). Ini merupakan dasar
bagi Piagam Kebebasan Islam dan segala bentuk perbudakan.
Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya,
tidak ada seorang pun bahkan negara mana pun yang berhak mencabut
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kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam
konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut
sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Dengan kata
lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan
Allah.
Bagi seorang muslim yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai
sumber inspirasi dan aspirasinya bersumber dari dua kemungkinan, yaitu :
1. Nilai ilahiyah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-sunnah
2. Nilai duniawiyah atau mardiah yang bersumber dari akal, adat istiadat dan
sunnatullah (kenyataan).
Nilai-nilai ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan as
Sunnah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman secara menyeluruh.
Nilai-nilai ekonomi Islam bukan suatu dimensi yang berdiri sendiri melainkan
bagian integral dari ajaran Islam. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan
sebuah nilai tidak terdapat suatu keseragaman dari para pakar ekonomi Islam,
ada yang menggunakan langsung dengan istilah nilai-nilai dan ada juga
menggunakan istilah prinsip-prinsip, nilai dasar, filsafat dasar, prinsip dasar
dan nilai fundamental.
Salah seorang pakar ekonomi Islam mengemukakan konsep sistematik
nilai ekonomi Islam, dengan sistematik akan tergambar penggolongan nilai-
nilai absolut ideal menurut hirarki tertentu, sehingga dapat ditarik hubungan-
hubungan nilai dan interaksinya.
12
Nilai-nilai menduduki posisi tertinggi sebagai sumber pembentukan
hukum dibawahnya sesuai dengan pandangan Hans Kelsen yang menyatakan
bahwa setiap norma hukum barulah memiliki kabsahan jika dibuat dengan
cara ditentukan oleh norma lainnya yang lebih tinggi. Penulis sependapat
dengan pandangan pakar ekonomi Islam yaitu M. Arifin Hamid yang
menyatakan :
“Pada hakikatnya nilai-nilai ekonomi Islam tergambarkan dengan pola
segitiga mengerucut ke atas, pada posisi atas di tempati posisi nilai,
pada level pertengahan berada prinsip-prinsip sebagai turunan nilai di
atasnya dan pada level paling bawah ditempati posisi norma/kaidah
sebagai penjabaran nilai dan prinsip di atasnya. Yang menduduki nilai
tertinggi adalah nilai Ilahiyah dari nilai inilah diturunkan sistem
keyakinan (akidah) atau sistem ketauhidan dan selanjutnya
menurunkan kaidah/norma konsep kepemilikan yaitu Tuhan sebagai
pemilik mutlak sedangkan manusia sebagai pemilik semu”.
B. Prinsip Ekonomi Islam
Ekonomi syariah sebagai bagian integral dari hukum Islam, maka
sejumlah prinsip dalam hukum Islam otomatis terjabarkan dalam kegiatan
ekonomi, salah satu prinsipnya yaitu dengan mewujudkan kemaslahatan maka
proses yang ditempuh tentunya dengan menyeleksi pola-pola kehidupan yang
menyimpang maka dilakukan penolakan (negasi), dan sebaliknya pada pola-pola
kehidupan yang dianggap relevan dengan ruh syariat Islam dapat diwadahi dan
dikembangkan lebih lanjut (Hamid, 2004:13).
Selain salah satu prinsip yang dijelaskan di atas, terdapat pula prinsip-
prinsip kebijakan ekonomi Islam lainnya yang dapat diringkas sebagai berikut
(Karim, 2002:27 – 28) :
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1. Kekuasaan tertinggi milik Allah SWT dan Allah adalah pemilik absolut atas
semua yang ada.
2. Manusia merupakan pemimpin (khalifah) Allah SWT di bumi tapi bukan
pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah
SWT, oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki
hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih
beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan.
7. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat
menghapuskan konflik antara golongan dengan cara membagikan kepemilikan
seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya.
8. Menetapkan kewajiban dengan mengeluarkan sebagian dari pendapatan
mereka yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu.
Untuk bidang perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat
dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun dalam
Sunnah Rasulullah. Dapat kita lihat pada prinsip-prinsip ekonomi menurut Islam
yang terdapat pada Al-Qur’an (Anonim, 1997:25) sebagai berikut :
1. Alam ini milik mutlak Allah SWT (QS. Thaha:6), (QS. Al-Maidah:120), (QS.
Al-Baqarah:255).
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2. Alam merupakan nikmat karunia Allah SWT, diperuntukkan bagi manusia
(QS. Luqman:20), (QS. Ibrahim:32 – 34).
3. Alam karunia Allah SWT ini untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan tidak
melampaui batas-batas ketentuan (QS. Al-A’raaf:31), (QS. An-Nisaa’:6), (QS.
Al-Furqan:68).
4. Hak milik perseorangan diakui sebagai hasil jerih payah usaha yang halal dan
hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula (QS. An-Nisaa:32),
(QS. Al-Baqarah:274), (QS. An-Nahl:71), (QS. At Taghaabun:15), dan (QS.
Az Zukhruf:32).
5. Allah SWT melarang menimbun kekayaan tanpa ada manfaat bagi sesama
manusia (QS. At Taubah:34), (QS. Al-Hasyr:7).
6. Di dalam harta orang kaya itu terdapat hak orang miskin, fakir dan lain
sebagainya (QS. At-Taubah:60), (QS. Al-Israa:62) dan (QS. Adz
Dzaariyaat:19).
Dari beberapa prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur’an di atas,
semakin jelas bahwa dalam sistem ekonomi Islam, motif ekonomi itu terikat pada
batasan-batasan moral.
Menurut Hamid (2007:145 – 147) mengemukakan bahwa prinsip ekonomi
Islam terbagi menjadi tiga prinsip, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut
:
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1. Prinsip Tauhid
Prinsip ketauhidan dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang
esensial dan fundamental, hal ini terkuak melalui misi utama semua rasul
Allah yang diturunkan kepada manusia di bumi. Semua rasul sampai yang
terakhir Muhammad misi utamanya adalah penyampaian (tablig) ajaran
tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta
berserah diri kepada-Nya. Misi ini juga merupakan tujuan utama masalah
kenabian. Para nabi dan rasul diutus ke bumi dalam rangka menyampaikan
(tablig) agar manusia mengesakan Allah SWT.
Dengan prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, dengan
prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan
kemanusiaannya (hubungan horizontal), sama esensialnya dengan hubungan
kepada Allah (hubungan vertikal). Dengan demikian, proses kegiatan
ekonomi senantiasa dilandaskan pada sistem ketauhidan dalam wujud
keadilan sosial yang bersumber dan al-Qur’an.
2. Prinsip Khilafah
Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di bumi dan bertindak sebagai
pemegang amanah (kuasa) dan Allah SWT untuk menegakkan hukum-
hukum-Nya.
Berkaitan dengan tugas kekhalifahan manusia di bumi (Al Baqarah 30)
dibekali dengan beberapa kemampuan dan potensi spiritual. Umar Chappra
memaparkan implikasi prinsip khilafah ini dalam beberapa realitas, yaitu :
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a. Persaudaraan universal
b. Sumber-sumber daya adalah amanah
c. Gaya hidup sederhana
Dalam proses ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam
terjalinnya ukhuwwah dan kebersamaan, terhindari dan perilaku yang
mengandung unsur-unsur kezhaliman, dan tidak terjadinya tindakan
eksploitatif yang selain sangat merugikan juga bertentangan dengan prinsip
ini.
3. Prinsip Keadilan
Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem
perekonomian Islam. Implementasi keadilan dalam wujud perilaku tidak
hanya didasarkan pada ayat/dalil Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, tetapi juga
didasarkan pada pertimbangan hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan
berdasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Indikasi keadilan dalam
proses ekonomi akan mewujud misalnya dalam penentuan harga, kualitas
produk, sistem distribusi, dan perlakuan terhadap pekerja dan faktor-faktor
produksi.
Berdasarkan ulasan teoritis mengenai asas dan prinsip ekonomi Islam
dan sejumlah pakar tersebut, maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa
asas dan prinsip-prinsip tersebut dibangun dari beberapa nilai-nilai universal
dan fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Adapun nilai-nilai universal
dan fundamental tersebut adalah (1) nilai ilahiyah (ketauhidan), (2) nilai
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kemaslahatan (individu dan amanah), (3) nilai khilafah (khalifah, pemegang
amanah), (4) nilai keadilan (adl), (5) nilai ta’awun (kerjasama), dan (6) nilai
tazkiyah (kesucian). Sejumlah nilai tersebut akan melahirkan nilai-nilai
terapan sebagai langkah implementasi baik secara teoritik maupun secara
praktis.
C. Implementasi Prinsip Tazkiyah dalam Ekonomi Islam
Prinsip tazkiyah (kesucian) merupakan hal yang penting untuk selalu
dievaluasi penerapannya dalam segala dimensi keseharian kita. Prinsip tazkiyah
merupakan derivasi dari nilai Ilahiyah. Hal ini relevan dengan sunnah Rasulullah,
yakni inna Allah tayyibun la yaqbahu illa tayyiban (sesungguhnya Allah itu Maha
Suci dan tidak menerima kecuali dalam keadaan suci pula) (Hamid, Fajar 13
Januari 2006).
Nilai Ilahiyah yang menjunjung tinggi kesucian dalam makna ini tidak
sepadan dengan kata “bersih” dalam bahasa Indonesia yang hanya mengandung
makna kebersihan secara lahiriah. Tetapi makna ke-suci-an dalam kerangka
Ilahiyah lebih hakiki pemaknaannya, yakni bukan saja dalam pengertian bersih
secara fiik atau lahiriah, melainkan mencakup pengertian “bersih” secara batiniah.
Suci secara batiniah atau rohaniah tidak kasat mata bahkan tidak
terdeteksi jika hanya menggunakan sarana panca indra. Misalnya, yang berkaitan
dengan kejiwaan berupa keyakinan yang harus suci terbebas dari segala
kemusyrikan (menyekutukan Tuhan) sebagai perbuatan yang bersifat vertikal,
sementara tindakan yang bersifat horizontal, yaitu terbebas sifat-sifat hasad
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(dengki), tamak (rakus), angkuh (amarah), dan segala bentuk tindakan anarkis
lainnya (Hamid, Fajar 13 Januari 2006).
Sedangkan yang berkaitan dengan harta benda (objek material) serta
termasuk pula segala sikap dan tindakan manusia dalam kaitannya dengan objek
material itu, juga harus dalam koridor makna ke-suci-an, yakni dalam makna
halalan tayyiban (halal dan baik). Inilah kriteria utama yang harus diwujudkan
dalam setiap prosesi bisnis (ekonomi syariah). Dalam pandangan manusia pada
umumnya menilai sebuah objek (harta benda) selalu mengacu kepada selain
kemanfaatan, juga nilai artistik dan kualitasnya, umumnya tidak menjadikan
indikator kehalalan sebagai ukurannya, maka kriteria sebagai objek (harta) yang
terkualifikasi sebagai tazkiyah belum terpenuhi, karena ukurannya berbasis nilai
kapitalisme dan materialisme yang berpuncak pada tercapainya kenikmatan
hedonistis.
Dalam pandangan ekonomi syariah yang menjunjung tinggi prinsip
kesucian (halalan tayyiban) bukan hanya tertuju pada nilai dan kemanfaatan suatu
objek, melainkan juga yang lebih menentukan bagaimana proses yang digunakan
untuk memproduksi, mengolah, ataukah mendapatkan harta benda itu. Karenanya,
dalam konteks tazkiyah ini pertama-tama objeknya mesti sah, halal dan baik.
Secara eksplisit dalam konsep ekonomi syariah terhadap objek/zat yang
memang diharamkan untuk dikelola, diproses dan dimiliki, konsekuensinya
segala derivasi yang muncul dari objek yang diharamkan itu, tetap haram
hukumnya. Demikian pula terhadap proses perolehannya, juga mesti sah dan
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halal. Kehalalan ini berawal dari objek yang halal tersebut kemudian prosesnya
pun juga halal yang tidak mengandung unsur manipulasi (gharar), penipuan
(tadlits), dan kezhaliman (riba), untung-untungan (maysir), penimbunan,
monopoli dan segala tindakan tidak adil lainnya (Hamid, Fajar 13 Januari 2006).
Di samping kriteria kehalalan tersebut, makna halalan tayyiban juga tidak
boleh dilepaskan dari tujuan dan pemanfaatan harta benda yang dikuasai oleh
setiap insan, yaitu harus dimanfaatkan (infaq) ke arah yang suci pula, yakni
limardhatillah (hanya untuk keridhaan Allah) dan telah tersucikan melalui zakat.
Hal ini sebagai konsekuensi bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak terhadap
segala harta benda yang dikuasainya, melainkan ia harus memanfaatkannya hanya
kepada yang diridhoi Allah SWT sebagai share holder (pemilik mutlak).
D. Prinsip Hukum Perjanjian Islam
Hukum Islam mengenal prinsip-prinsip hukum perjanjian, adapun prinsip-
prinsip itu adalah (Anshori 2000:56) :
1. Al-Hurriyah (kebebasan)
Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam,
dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas
dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia
akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara
menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.
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Prinsip kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh
ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur
paksaan, kekhilafan, dan penipuan.
Dasar hukum mengenai prinsip ini tertuang dalam Al-Qur’an Surat Al-
Baqarah ayat 256, yang artinya sebagai berikut : “Tidak ada paksaan untuk
(memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar
daripada jalan yang sesat......”.
Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki
dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak,
sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.
2. Al-Musawah (Persamaan atau kesetaraan)
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai
kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari
suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan
yang seimbang.
Dasar hukum mengenai prinsip persamaan ini tertuang di dalam
ketentuan Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut :
Hai manusia; sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
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Dari ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang
membedakan kedudukan antara orang satu dengan yang lainnya di sisi Allah
adalah derajat ketaqwaannya.
3. Al-‘Adalah (Keadilan)
Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak
untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,
memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan
keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian
bagi salah satu pihak.
4. Al-Ridha (Kerelaan)
Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas
dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada
kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan,
tekanan, penipuan.
Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat
dibaca dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 29, yang artinya sebagai berikut
:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.
22
Kata ”suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat
perjanjian khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan
pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.
5. Ash-Shidiq (Kebenaran dan Kejujuran)
Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan
dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat
berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya
mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain
untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.
Dasar hukum mengenai asas Ash-Shidiq, dapat kita baca dalam Al-
Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya adalah sebagai berikut :
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
katakanlah perkataan yang benar”.
Bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar,  lebih-
lebih dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor
kepercayaan (trust) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu
perjanjian atau akad.
6. Al-Kitabah (Tertulis)
Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih
berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.
Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 – 283 mengisyaratkan agar akad
yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan
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juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya
saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip
tanggung jawab individu.
Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa
dalam Islam ketika seorang subyek hukum hendak membuat perjanjian dengan
subyek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata
juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran
saksi-saksi. Hal ini sangat penting khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan
pengaturan yang komplek seperti akad pemberian wakaf, akad ekspor-impor, dan
sebagainya.
Pembuatan perjanjian secara tertulis, juga akan sangat bermanfaat ketika
dikemudian hari timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai
sengketa yang terjadi.
E. Keabsahan Hukum Perjanjian Islam
Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun
dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam
sesuatu hal/peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada
untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.
Rukun akad yang utama adalah ijab dan kabul. Syarat yang harus ada
dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian.
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Menurut Basyir (2000:66) syarat-syarat yang harus dipenuhi agar
kesepakatan para pihak (ijab kabul) mempunyai akibat hukum :
1. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah
mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang
diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan
hukum.
2. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek
perjanjian.
3. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua
belah pihak sama-sama hadir.
Jumhur ulama mengatakan bahwa ijab dan kabul merupakan salah satu
unsur penting dalam suatu perjanjian/akad, disamping unsur-unsur lain yang juga
termasuk rukun akad. Unsur-unsur tersebut terdiri dari (Anshori, 2007:52) :
1. Shighat al-aqad (pernyataan untuk mengikatkan diri)
Adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan,
maksudnya dalam hal pembuatan akad maka para pihak harus
menyampaikannya secara lisan/tertulis term and condition dari akad tersebut.
Sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum
disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.
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2. Al-Ma’qud alaih/mahal al-‘aqad (obyek akad)
Obyek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad
jual-beli obyeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa-
menyewa obyeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang
sewa, begitu seterusnya. Terkait dengan obyek perjanjian ini harus memenuhi
persyaratan-persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan,
dibenarkan oleh syara’ atau nash, dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat
diserahkan pada waktu akad terjadi.
3. Al-Muta’aqidain (pihak-pihak yang berakad)
Pihak-pihak yang berakad harus sama-sama mempunyai kecakapan
melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya.
Sedangkan jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak mempunyai
kecakapan, misalnya melibatkan anak-anak maka ia harus diwakili oleh
walinya. Dan untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan dalam hal
kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan
(agama) antara wali dan yang diwakilinya, adil, amanah, dan mampu menjaga
kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.
4. Maudhu’al’aqd (tujuan akad)
Menurut ulama figh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan
kehendak syarak, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan
syarak maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat.
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Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga
berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syarak.
Dengan demikian sighat merupakan salah satu rukun akad yang
penting, karena tanpanya akad tidak mungkin terjadi. Yang menjadi
pertanyaan sekarang adalah bagaimana ketentuan rukun akad berupa sighat itu
dilaksanakan. Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Muamalat, Basyir (2000:68)
mengemukakan, bahwa sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau
isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul.
Adapun penjelasannya sebagai berikut :
a. Sighat Akad secara lisan
Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan
secara lisan oleh para pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang
disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.
b. Sighat Akad dengan Tulisan
Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan
membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan
pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk
tulisan atau surat yang dikirim via pos. Bila disertai dengan pemberian
tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang
waktu tersebut.
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c. Sighat Akad dengan Isyarat
Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa
menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan
isyarat maka akadnya tidak sah.
d. Sighat Akad dengan Perbuatan
Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting  adalah
dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecohan, dan segala
sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.
Akad dipandang telah terjadi jika memenuhi rukun dan syaratnya.
Rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun syaratnya ada yang
menyangkut obyeknya dan ada pula yang menyangkut subyeknya.
1) Syarat objek akad
a) Telah ada pada waktu akad diadakan
Barang yang belum terwujud tidak boleh dijadikan objek akad,
dengan pengecualian pada akad salam (yaitu akad yang didahului
dengan pemesanan)
b) Dapat menerima hukum akad
Para fukaha telah sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat
menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Jadi jual
beli tidak dapat dilakukan dengan objek barang yang haram, benda
mubah yang belum menjadi milik seorangpun sebab benda mubah
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masih menjadi hak semua orang untuk menikmatinya, demikian
juga benda-benda yang menjadi milik negara.
c) Dapat ditentukan dan diketahui
Dalam konteks ini para fukaha sudah sepakat, dan peranan urf
(adat kebiasaan) sangat penting untuk menentukan apakah syarat
kejelasan suatu objek akad itu sudah terpenuhi atau belum.
d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi
Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi
hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika, objek akad
harus memang benar-benar di bawah kekuasan yang sah pihak
yang bersangkutan. Intinya objek akad itu telah wujud, jelas, dan
dapat diserahkan.
2) Syarat subjek akad
Hal ini berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam
melakukan perbuatan hukum, yaitu bahwa pihak-pihak yang berakad
harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum
dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya.
Menurut Pasaribu, dkk (2004:2) syarat sahnya suatu perjanjian
secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :
a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya
Bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat
perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh
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bertentangan dengan syariah Islam baik yang ada di dalam Al-
Qur’an maupun di dalam hadis. Jika syarat ini tidak terpenuhi
maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.
Dasar hukum mengenai suatu perjanjian yang melawan
hukum ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya :
“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah
adalah batil, sekalipun seribu syarat”.
b) Harus sama ridha dan ada pilihan
Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian
harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan
sukarela, dan di dalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan,
kekhilafan, maupun penipuan.
Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi,
perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian
perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah, apabila tindakan
pembatalan belum dilakukan. Pembatalan perjanjian ini menjadi
kewenangan dari hakim pengadilan.
c) Harus jelas dan gamblang
Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi
objeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam
perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi,
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maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat batal demi
hukum.
Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam
mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. Pertama bahwa
perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan
dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh
salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka pemberian hak
kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dan/atau
memutuskan perjanjian melalui pengadilan. Kedua bahwa
perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan
mendapatkan sanksi dari Allah SWT di akhirat kelak. Hal ini
menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim
mempunyai implikasi baik di dunia maupun di akhirat nanti.
Setiap akad yang dibuat oleh para pihak atau subjek
hukum, pasti memiliki tujuan tertentu, sebagaimana halnya dalam
KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa
disertai suatu kausa dianggap tidak ada, atau batal demi hukum.
Hal serupa juga terjadi dalam Hukum Perjanjian Islam. Bahwa
setiap akad/perjanjian yang dibuat harus senantiasa memiliki
tujuan yang jelas, dan satu lagi rambu-rambu yang harus
diperhatikan yaitu jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan
syarak.
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Mengenai tujuan akad ini Basyir (2000:99), mengemukakan
bahwa tujuan suatu akad harus jelas dan dibenarkan oleh syarak, serta
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan,
tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.
c) Tujuan akad harus dibenarkan syarak.
Dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya
didasarkan pada hukum perjanjian Islam di samping harus senantiasa
memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian jual beli, sewa-menyewa,
bagi hasil, titipan dan jasa, juga harus berpedoman pada hukum positif
berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini memuat tentang
syarat-syarat perjanjian di bidang penghimpunan dan penyaluran dana
yang berperan sebagai dasar bagi bank syariah dalam pengembangan
dan operasional produk-produknya.
F. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
BMT adalah singkatan Baitul Maal Wat Tamwil atau padanan kata balai –
usaha mandiri terpadu. Baitultamwil adalah pengembangan usaha-usaha produktif
dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil
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dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan
ekonominya sedangkan Baitul Maal adalah menampung dan menyalurkan dana
berupa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan menjalankannya sesuai dengan
peraturan amanahnya (www.google.com di akses pada 8 februari 2017).
Pengertian lain dari Baitul Maal Wat Tamwil atau biasa dikenal dengan
sebutan BMT jika diartikan secara terpisah yaitu Baitul Maal dan Baituttamwil
(Ilmi 2002:65).
Adapun pengertian Baitul Maal yang dimaksud adalah lembaga keuangan
yang lebih berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung
serta menyalurkan harta berupa Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.
Karena berorientasi sosial keagamaan, maka Baitul Maal tidak dapat dimanipulasi
untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (profit). Sedangkan yang dimaksud
Baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun
dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan
menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ilmi, 2002
:65-67).
Kemudian dalam pengertian lain dijelaskan bahwa Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul
Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang
non profit, seperti; zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai
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usaha pengumpul dan penyalur dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga
pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah
(Sudarsono, 2003:96).
Baitul Maal Wat Tamwil juga mempunyai pengertian sebagai lembaga
perekonomian atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal.
BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan
Koperasi yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga
keuangan formal lainnya (Djazuli dan Yadi, 2002:183).
Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa baitul maal secara harfiah berarti
rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata baitul maal bisa
diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitul maal
dilihat dari istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk
mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal
pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah
pengeluaran dan lain-lain. Sedang baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta
milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga (Lubis, 2000:114).
Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi
Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dimana PINBUK mendapatkan pengakuan dari
Bank  Indonesia sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat.
PINBUK sebagai lembaga primer karena pengembangan misi yang sangat luas.
Dalam prakteknya BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya
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Masyarakat (KSM) dan Koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok
Swadaya Masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK. BMT
membantu usaha-usaha kecil sehingga keberadaan BMT merupakan representasi
dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT
mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2003:96).
Peran umum Baitul Maal Wat Tamwil adalah melakukan pembinaan dan
pendanaan yang berdasarkan sistem syariah yang menegaskan arti penting
prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga
keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil
maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman
dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Sudarsono, 2003:96).
G. Akad Ijarah
Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Al-Ijarah berasal
dari kata Al-Ajru yang berarti Al “Iwadhu (ganti). dari sebab  itu Ats Tsawab
(pahala) dinamai Ajru (upah). Jadi Al-Ijarah menurut pengertian syara adalah
suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Usman
2002:32).
Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa
menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini benda
tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain terjadinya sewa menyewa,
yang berpindah adalah manfaat dari benda yang  disewakan tersebut, dalam hal
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ini berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti
pemusik, bahkan dapat juga seperti karya pribadi pekerja (Lubis, 2000:144).
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan
perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja
dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila
pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah
barang maupu jasa. (Karim, 2006:137).
Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan
barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu (Karim, 2006:138). Menurut
Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna
(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran
sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi
hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa
terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan ijarah
ini dengan leasing. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama
mengacu pada hal ikhwal sewa menyewa. Menyamakan ijarah dengan leasing
tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya,
walaupun terdapat kesamaan antara ijarah dan leasing, tapi ada beberapa
karakteristik yang membedakannya (Karim, 2006:141).
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1. Objek
Bila dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya berlaku
untuk sewa menyewa barang saja. Jadi yang disewakan dalam leasing terbatas
pada manfaat barang saja. Bila kita ingin mendapatkan manfaat tenaga kerja,
kita tidak dapat menggunakan leasing.
Di lain pihak, dalam ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang
maupun jasa/tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan barang
disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan
manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah. Jadi yang disewakan dalam
ijarah adalah manfaat barang maupun tenaga kerja.
2. Metode pembayaran
Bila dilihat dari segi metode pembayarannya, leasing hanya memiliki
satu metode pembayaran saja, yakni yang bersifat non contingent to
performance. Artinya, pembayaran sewa pada leasing tidak tergantung pada
kinerja objek yang disewa.
Di lain pihak, dari segi metode pembayarannya ijarah dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek
yang disewa (contingent to performance) dan ijarah yang pembayarannya
tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (not contingent to
performance). Ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek
yang disebut ijarah, gaji dan/atau sewa. Sedangkan ijarah yang
37
pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut
ju’alah atau success fee.
3. Perpindahan kepemilikan (transfer of title)
Dari aspek perpindahan kepemilikan, dalam leasing kita kenal ada dua
jenis : operating lease dan financial lease. Dalam operating lease, tidak
terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik di awal maupun di akhir periode.
Dalam financial lease, di akhir periode sewa si penyewa diberikan
pilihan untuk membeli barang yang disewa tersebut.
Namun pada praktiknya (khususnya di Indonesia), dalam financial
lease sudah tidak ada opsi lagi untuk membeli atau tidak membeli, karena
pilihan untuk membeli atau tidak membeli itu sudah dikunci di awal periode.
Di lain pihak, ijarah sama seperti operating lease, yakni tidak ada transfer of
title baik di awal maupun di akhir periode.
Namun demikian, pada akhir masa sewa bank dapat saja menjual
barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan
syariah dikenal ijarah muntahiya bittamlik (sewa yang diikuti dengan
berpindahnya kepemilikan).
4. Lease Purchase
Variasi lainnya dari leasing adalah lease purchase (sewa beli), yakni
kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak sewa beli ini, perpindahan
kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak sewa
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beli ini dibatalkan, hak milik barang terbagi antara milik penyewa dengan
milik yang disewakan.
Dalam syariah, akad lease and purchase ini diharamkan karena adanya
two in one (dua akad sekaligus, atau dalam bahasa Arabnya : shafqatain fi al-
shafqah. Ini menyebabkan gharar dalam akad, yakni ada ketidakjelasan akad,
apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli.
Undang-Undang Sipil Islam Kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab
mendefinisikan ijarah, yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil
pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan
yang besarnya disepakati bersama (Usman, 2002:32).
Adapun jenis-jenis ijarah dapat dibedakan antara lain :
a. Ijarah Mutlaqah atau leasing
Ijarah mutlaqah atau leasing adalah proses sewa menyewa yang biasa
kita temui dalam kegiatan perekonomian kita sehari-hari bisa menyewa untuk
suatu jangka waktu tertentu atau untuk suatu proyek usaha tertentu. Bentuk
yang pertama yaitu suatu jangka tertentu banyak diterapkan dalam sewa
menyewa barang atau asset, sedangkan yang kedua yaitu untuk suatu proyek
tertentu dipakai untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli untuk usaha-usaha
tertentu (Usman, 2002:34).
b. Baiat at-Takjiri atau wa iqtina
Baiat at-Takjiri atau wa iqtina adalah akad sewa menyewa barang
antara yang menyewakan (muajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti
39
janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan
pindah kepada mustajir (Usman, 2002:34)
c. Musyarakah Mutanaqisah
Musyarakah mutanaqisah (decreasing participation) adalah kombinasi
antara musyarakah dengan ijarah (perkongsian dengan sewa). Sistem ini
dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah dan proses refinancing
(Usman, 2002:34).
Selain itu ijarah menurut bahasa dapat diartikan upah, namun dalam bab ini
ijarah diartikan sewa menyewa. Sedang menurut syara’ ialah sewa menyewa
yang artinya melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari
orang lain dengan jalan membayar upah sewa dengan perjanjian yang telah
ditentukan dengan syarat-syarat, demikian ijarah (sewa menyewa) pada asalnya
(M. Rifai, 2002:77).
Pengertian lain dari Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang
atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Sudarsono, 2003:62).
Ijarah juga dapat diartikan sebagai loase contract dan juga hire contract.
Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract dimana suatu bank
(muajjir) atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada
salah satu nasabahnya (mustajir) berdasarkan pembebanan biaya yang sudah
ditentukan secara pasti sebelumnya (Sudarsono, 2003:62).
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Ijarah (sewa) juga dapat didefinisikan sebagai akad antara penyewa dan
pemilik barang. Barang tersebut disewa selama waktu tertentu dan dibayar sesuai
dengan kesepakatan bersama antara penyewa dan pemilik barang
(www.google.com, diakses tanggal 8 februari 2017).
H. Landasan Syariah Ijarah
Adapun landasan syariah ijarah dapat dijumpai dalam Al-Qur’an maupun
Al-Hadist. Al-Qur’an menyatakan :
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi
dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syuaib) : “Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar
bahwa kamu bekerja denganku 8 (delapan) tahun dan jika kamu cukup 10
(sepuluh) tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku
tidak hendak memberkati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang baik. (QS. 28:26-27).
Landasan syariah lain dari ijarah terdapat pula pada Al-Qur’an pada Surah
Ath Thalaaq dan Al-Baqarah yaitu :
“Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya” (QS.65:6).
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
(QS. 2:233).
Ayat-ayat tersebut menggambarkan seseorang yang mempekerjakan orang
lain harus memberikan upah yang sewajarnya sesuai dengan jenis dan tanggung
jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. Bahkan, sebelum menyuruh orang
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lain melakukan sesuatu pekerjaan, terlebih dahulu upahnya disepakati. Kalau
perlu, diberikan sebelum pekerjaan itu dijalankan oleh orang lain tersebut
(Usman, 2002:33).
Yang menjadi dasar pokok dalam Ijarah ini, ungkapan upah yang patut
diberikan sebagai jasa membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk
didalamnya jasa penyewaan atau leasing (Rifai, 2002:78).
Selain landasan syariah yang bersumber dari Al Quran, beberapa hadist
juga dapat dijadikan pegangan bagi pengembangan transaksi ijarah ini yaitu :
ﻢﻠﺴﻣو ىرﺎﺨﺒﻟا هاور) هﺮﺟا م ﺎﺠﺤﻟا ﻂﻋ او ﻢﺠﺘﺣا(
Yang artinya :
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada
tukang bekam itu”(HR. Bukhari dan Muslim) (M Rifai,2002:78).
 ُُﮫﻗَﺮَﻋ ﱠﻒَِﺠﯾ َْنأ َﻞَْﺒﻗ ُهَﺮَْﺟأ َﺮﯿَِﺟﻷا اُﻮﻄَْﻋأ
Yang artinya :
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR.Ibnu Majah)
(Rifai, 2002:78)
Demikian pula pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah
di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi Ijarah (Usman, 2002:33).
Sebelum melangkah pada landasan hukum dari ijarah perlu kita ketahui
bahwa BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal sehingga didirikan
dalam bentuk Koperasi dan Kelompok Swadaya Masyarakat, tetapi jenis-jenis
usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan syariah. Usaha BMT
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dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari
anggota dan usaha pembiayaan.
Ijarah (leasing) yang termasuk dalam jenis usaha pembiayaan, landasan
hukumnya lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998, yaitu :
Pasal 1 angka 13 yang berbunyi ;
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan
kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (Ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan
atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa
iqtina).
Pasal 6 huruf m yang menentukan bahwa :
Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
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Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yang diubah menentukan bahwa usaha
Bank Umum dalam menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan
kegiatan usaha lain berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan
ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan,
kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank Umum dengan
menerapkan prinsip syariah dirinci lebih lanjut dalam Pasal 28 dan Pasal
29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/DIR
(Usman, 2002:53)
Ijarah diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah,
dikatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan
kegiatan usahanya, yang terdapat dalam Pasal 28 yaitu :
Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan
usahanya yang meliputi :
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang
meliputi :
a. Giro berdasarkan prinsip wadi’ah;
b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabahah;
c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; atau
d. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah.
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2. Melakukan penyaluran dana melalui :
a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip syariah :
1) Murabahah;
2) Ishtisna;
3) Ijarah;
4) Salam;
5) Jual beli lainnya.
b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
1) Mudharabah;
2) Musyarakah;
3) Bagi hasil lainnya.
c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
1) Hiwalah;
2) Rahn;
3) Qadrh.
3. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat
berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi yang
(underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah.
4. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia
yang diterbitkan atas prinsip syariah.
5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah
berdasarkan prinsip wakalah.
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6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan
dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
berdasarkan prinsip wakalah.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat
berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah.
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk
kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip
wakalah.
9. Melakukan penempatan dana dan nasabah kepada nasabah lain dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan
prinsip ujr.
10. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip
wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadiah, serta
memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
11. Melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip ujn.
12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang
disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
Dengan demikian, jenis usaha ijarah pada Baitul Maal Wat Tamwil dapat
diterapkan meskipun ijarah tersebut ketentuan hukumnya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan juga terdapat dalam Surat
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Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syariah, karena jenis-jenis usaha pada Baitul Maal Wat
Tamwil sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan syariah.
Bank umum syariah juga dapat bertindak sebagai lembaga Baitul Maal,
yang menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah, waqaf, hibah
atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk
santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan) (Usman, 2002:55).
G.  Sistem Operasional Baitul Maal Wat Tamwil
Berbagai lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank mulai tumbuh
dan berkembang secara marak di negara kita. Baik yang dikelola secara formal
maupun informal. Berkaitan dengan bentuk dan struktur lembaga keuangan non
perbankan, telah lahir lembaga keuangan Islam yang prinsip kerjanya berdasarkan
syariat Islam, yaitu apa yang disebut Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT
adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro
dan pengusaha kecil berlandaskan sistem syariah yang sifatnya informal.
BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) dan koperasi, dalam menjalankan usahanya KSM mesti mendapat
sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), dimana
PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai
Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang menjalankan Proyek
Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank
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Indonesia (PHBK-BI). Selain dalam bentuk KSM, BMT juga bisa didirikan
dengan menggunakan badan hukum koperasi. Koperasi Unit Desa (KUD) dapat
mendirikan BMT, berdasarkan Petunjuk Menteri Koperasi dan PPK tanggal 20
Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila di suatu wilayah dimana telah ada KUD
dan KUD tersebut telah berjalan  dengan baik dan organisasinya telah diatur
dengan baik, maka BMT bisa menjadi Unit Usaha Otonomi (U2O) atau Tempat
Pelayanan Koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Sedangkan bila KUD yang telah
berdiri tersebut belum berjalan dengan baik, maka KUD yang bersangkutan dapat
dioperasikan sebagai BMT. Apabila di wilayah yang bersangkutan belum ada
KUD, maka dapat didirikan KUD BMT (Djazuli dan Yadi, 2002:186).
Ada beberapa tahap untuk berdirinya suatu lembaga keuangan yang dalam
hal ini lebih dikhususkan pada lembaga keuangan BMT. Adapun beberapa
tahapan tersebut (www.bmtlink.web.id, diakses tanggal 19 Juni 2017) adalah :
1. Pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi itu,
jamah mesjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.
2. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 5 – 10 juta atau
lebih besar mencapai Rp. 20 juta, untuk segera memulai langkah operasional,
atau
3. Langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 – 40 orang di
kawasan itu untuk dapat mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah
Rp. 20 juta atau minimal Rp. 5 juta.
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4. Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus seramping mungkin, 3
orang atau maksimal 5 orang, yang akan mewakili pendiri dan pemilik modal
dalam mengerahkan kebijakan BMT.
5. Pengurus bertugas mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha BMT ini
dengan mengirim surat ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) atau
menghubungi Kepala Kantor Koperasi dan PPK.
6. Para calon pengelola tersebut (minimal berpendidikan D3 atau S1) dilatih di
Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kabupaten/Kota.
7. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang
diperlukan.
8. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka ada banyak produk
penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis – finansial dapat
dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini
dimungkinkan karena sistem syariah Islam memberi ruang yang cukup untuk  itu.
Baitul Maal yang dulu, yakni pada masa Rasulullah SAW dan khalifah
yang sesudahnya dengan yang sekarang ada sedikit perbedaan sistem operasional
selain perbedaan dalam hal cakupannya, yang intinya terletak pada kalimat At-
Tamwil dimana secara bahasa artinya adalah pembiayaan, sehingga memberikan
makna bahwa eksistensi BMT yang sekarang hampir sama dengan perbankan
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Islam, karena jenis-jenis usaha BMT sebenarnya memang dimodifikasi dari
produk perbankan Islam (Djazuli dan Yadi, 2002:191).
Pada dasarnya semua produk penghimpunan dan penyaluran dana yang
sesuai dengan sistem syariah tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW
dan khalifah sesudahnya, namun keberadaan Baitul Maal pada waktu itu berskala
nasional saja yakni Baitul Maal ditempatkan dalam posisi sebagai perbendaharaan
negara, sehingga model penghimpunan dan penyaluran dananya pun lebih luas.
Sedangkan pada saat ini metode-metode penghimpunan dana dan penyaluran dana
tersebut walaupun tetap mencontoh pada Rasulullah SAW dalam Sunnah maupun
Al-Qur’an, tetapi dalam hal ini Baitul Maal Wat Tamwil lebih menempatkan diri
dalam skala yang kecil saja, dimana BMT memberikan jasa keuangan dalam
bentuk simpan pinjam antar sesama anggota saja.
Kenyataannya saat ini BMT menerapkan sistem operasional yang hampir
pula dengan perbankan Islam. Karena sistem operasional dari BMT yang
sesungguhnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, maka bentuk-bentuk
usaha penghimpunan dananya (Muhammad, 2000:117) antara lain :
1. Dana wadi’ah yad Dhamanah (titipan dengan risiko ganti rugi)
Yaitu prinsip yang menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib
membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pihak yang dititipi secara otomatis
untuk keperluan pemeliharaan barang titipan tersebut di samping imbalan jasa
dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan dalam dunia perbankan atau
berdasarkan kesepakatan di muka antara kedua belah pihak pada waktu
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perjanjian wadi’ah dibuat, dan atas seizin penitip (nasabah), BMT dapat
mengelolanya untuk tujuan komersial, sehingga bila kemudian diperoleh
keuntungan BMT dapat memberikan hibah (bonus) yang besarnya tidak boleh
ditetapkan secara pasti (Ilmi, 2002:30).
2. Dana Mudharabah
Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan Islam
(termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam
jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas (Ilmu, 2002:32).
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an : “Dan sebagian dari mereka
(terdapat orang-orang yang) berjalan di muka bumi, mencari sebahagian dari
karunia Allah” (Q.S. 73:20).
Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan
prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan
sekurang-kurannya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan
menyediakan modal, disebut shahib al-mal atau Rabb al-mal dan pihak kedua
memiliki keahlian (skill) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana
tersebut disebut mudharib. Secara teknis, mudharabah terjadi apabila pihak
pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan
sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang dihalalkan agama. Jika
kemudian dari usaha yang dijalankan pihak kedua diperoleh keuntungan
(profit), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya
ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan
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penandatanganan perjanjian. Sebaliknya jika usaha yang dijalankan pihak
kedua merugi, beban kerugian dipikul bersama, dimana pihak pertama selaku
shahib al-mal kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan pihak kedua
selaku mudharib kehilangan kesempatan memperoleh hasil jerih payah yang
dikeluarkannya selama mengelola usaha. Inilah yang menjadi dasar sehingga
para ahli berkesimpulan bahwa mudharabah merupakan bentuk kerjasama
ekonomi yang memutlakkan adanya perimbangan pembagian keuntungan dan
kerugian (risiko) (Ilmi, 2002:32).
Kepercayaan murni merupakan dasar perjanjian mudharabah sehingga
dalam rangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahib al-mal tidak
diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak
pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang
disepakati serta sebagai antisipasi kecerobohan dan atau kekurangan yang
dapat dilakukan oleh mudharib. Apabila di lapangan terjadi penyimpangan
dan atau kekurangan oleh salah satu pihak, maka prinsip pembagian untung
dan rugi secara hukum dinyatakan gugur, misalnya mudharib sengaja
melakukan tindakan-tindakan yang menurut perhitungan akal sehat diyakini
dapat mendatangkan kerugian, memanfaatkan dana di luar usaha yang
disepakati, dan lain sebagainya. Dalam keadaan demikian, bila terjadi
kerugian shahib al-mal tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian itu, dan
sebaliknya secara hukum kerugian itu menjadi beban hutang mudharib.
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Bahkan shahib al-mal dapat melakukan upaya hukum bilamana mudharib
menolak menanggung sendiri kerugian tersebut (Ilmi, 2002:33).
Dalam rangka penghimpunan dana mudharabah ini, nasabahlah yang
bertindak sebagai shahib al-mal dan BMT sebagai mudharib (Ilmi, 2002:33).
Oleh karena itulah di dalam sistem mudharabah ini diterapkan beberapa
macam jenis simpanan yang dapat digunakan oleh para anggota selaku
nasabah seperti : simpanan mudharabah biasa, simpanan mudharabah
pendidikan, simpanan mudharabah haji, dan lain-lain. Pada intinya segala
bentuk simpanan dapat dijadikan sebagai produk dari BMT ini, tetapi haruslah
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat (Lubis, 2000:121 – 122).
3. Titipan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
Zakat menurut lughah (bahasa) ialah suci dan subur. Zakat menurut
istilah syara’ ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak
menerima dengan beberapa syarat yang dijelaskan lebih lanjut dalam Al-
Qur’an dan Sunnah (Ibrahim, 1995:729).
Infaq ialah pemberian untuk keperluan perjuangan di jalan Allah
(Ibrahim, 1995:729)
Shadaqah ialah memberikan beban tanpa ada tukarnya atau bayarnya,
karena mengharapkan pahala di akhirat (Q.S. 2:177) (Ibrahim, 1995:751).
Shadaqah ialah memberikan benda tanpa ada tukarnya atau bayarnya,
karena mengharapkan pahala di akhirat (QS. 2:177) (Ibrahim, 1995:752).
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Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana yang diterapkan dalam sistem
operasional BMT adalah sebagai berikut :
1. Pembiayaan Mudharabah
Adapun dalam rangka penyaluran dana mudharabah, BMT bertindak
sebagai shahib al-mal dan nasabah sebagai mudharib. BMT memberikan
kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan
berbagi hasil ini sebagai modal mengelola usaha halal yang dianggap layak
usaha atau feasible. Mengingat bahwa mudharabah selalu terkait dengan
berbagi untung dan rugi maka untuk meminimalkan kerugian, BMT dapat
memberikan batasan-batasan tertentu mengenai jenis usaha, dan sebagainya
sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar perjanjian mudharabah itu sendiri
(Ilmi, 2002:35). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa BMT tidak
pernah meminta jaminan kepada nasabah dalam bentuk apapun, karena yang
demikian mengingkari prinsip kepercayaan yang menjadi esensi perjanjian
mudharabah, dan karena pembiayaan yang diterima oleh nasabah tersebut
tidak dapat dikatakan sebagai piutang BMT pada nasabah, sehingga dengan
demikian pengakuan hutang oleh nasabah dalam diktum perjanjian
mudharabah tidak boleh ada. Bila ini ada, maka perjanjian tersebut dianggap
cacat secara hukum, karena yang demikian mengandung pengertian adanya
pembebanan risiko kerugian pada salah satu pihak yaitu nasabah selaku
mudharib (Ilmi, 2002:36).
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2. Pembiayaan Murabahah
Dalam penerapannya, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus
penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT
memberi barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga
tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya
barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah
keuntungan (mark-up) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang
diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut bersifat konstan dalam
pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait
apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Keadaan ini
berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.
Pengurangan nilai hutang bisa saja dilakukan bila itu semata-mata karena
kebijakan internal BMT sendiri, seperti misalnya bila nasabah mampu
membayar lunas hutangnya lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan.
Perubahan ini lebih merupakan bagian dari kompensasi (rukhshab) yang
diberikan BMT kepada nasabah berprestasi, kebijakan ini lazim diwujudkan
dalam bentuk pemberian hibbah atau bonus.
Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan
secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pula diangsur setiap periode
tertentu, misalnya sepekan atau sebulan sekali, selama jangka waktu yang
disepakati. Murabbah yang pembayarannya oleh nasabah dilakukan secara
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berangsur lazim dikenal dengan istilah Bai’ Bitsaman’ Ajil (BBA) atau
Murabahah Mu’ajjal (Ilmi, 2002:38)
3. Pembiayaan Musyarakah
Pada prinsipnya produk ini tidak banyak berbeda dengan mudharabah,
karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih
untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan
sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama di awal perjanjian.
Dalam akad musyarakah, kedua pihak (shahib al-mal dan mudharib)
ikut andil dalam penyertaan modal (equity participation), dan masing-masing
dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen.
Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, keuntungan akan
dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar
kesepakatan kedua belah pihak, secara proporsional, biasanya bergantung
pada besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekuensi keikutsertaan
dirinya dalam proses manajemen. Namun bila usahanya merugi, kedua pihak
secara bersama-sama menanggung kerugian itu karena musyarakah menganut
asas profit and loss sharing contract.
Penghimpunan dana di BMT sebenarnya tidak lazim, kecuali dalam
bentuk penyertaan modal usaha oleh seseorang pada BMT atau oleh BMT
yang satu dengan yang lainnya, atau oleh lembaga tertentu yang
mempercayakan modalnya untuk dikelola secara syariah di BMT (Ilmi,
2002:42).
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4. Pembiayaan Qardhul Hasan
Pembiayaan qardhul hasan diistilahkan juga dengan pembiayaan
kebajikan, disebut pembiayaan kebijakan sebab sistem ini lebih bersifat sosial
dan nonprofit, sedangkan sumber dana untuk pembiayaan ini tidak
membutuhkan biaya (noncost of money) (Lubis, 2000:122). Dana tersebut
diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan sebagainya.
Bantuan sosial ini seperti bantuan terhadap orang yang mendapat musibah,
dan lain-lain. Dana tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima
dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus
(www.bmtlink.web.id, diakses tanggal 8 februari 2017).
Selain produk-produk yang ditawarkan BMT di atas adapula produk-
produk yang lain seperti bai’salam, ijarah, ijarah wa iqtina, hiwalah, sharf dan
seterusnya yang belum terbiasa diterapkan oleh BMT (Ilmi, 2002:30). Selain
usaha tersebut, BMT juga bisa mengembangkan usahanya di bidang sektor ril,
seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk
peningkatan produktivitas hasil dengan nasabah, serta usaha lainnya yang layak,
menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka
pendek (Djazuli dan Yadi, 2002:192).
Baitul Maal Wat Tamwil senantiasa mengadakan pengembangan berbagai
hal di dalam menjalankan usahanya demi terwujudnya cita-cita dari lembaga
keuangan Baitul Maal Wat Tamwil.
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I. Fatwa Dewan Syariah  Nasional Tentang Ijarah
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tanggal 13 April
tahun 2000, maka di tetapkan rukun dan syarat serta ketentuan objek ijarah
sebagai berikut :
2. Rukun dan Syarat ijarah antara lain :
a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam
bentuk lain.
b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan
penyewa/pengguna jasa.
c. Obyek akad ijarah adalah :
1) Manfaat barang dan sewa
2) Manfaat jasa dan upah.
2. Ketentuan Objek Ijarah.
a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
dalam kontrak.
c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syari'ah.
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e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat
dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah
dalam Ijarah.
h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang sama dengan obyek kontrak.
i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
J. Kerangka Pemikiran
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Al Rasyidin
Akad Ijarah
Prinsip Ekonomi Islam
Anggota Masyarakat
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian mengenai Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Ijarah pada Baitul
Maal Wat Tamwil di Kota Makassar merupakan penelitian yang bersifat empiris
yuridis, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk
mendapatkan data primer di bidang hukum.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field
Research). Penelitian lapangan adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan
berkaitan dengan objek penelitian. Tahapan dan ruang lingkup penelitian
lapangan meliputi :
1. Data
Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer yaitu
mengenai segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian
ijarah (leasing) pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Makassar, yang
diperoleh secara langsung dari responden di lapangan.
2. Lokasi penelitian
Penelitian dilakukan pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Makassar,
tepatnya di BMT Ar-Rasyidin. Penentuan lokasi ini didasarkan atas
pertimbangan bahwa BMT tersebut menawarkan produk ijarah (leasing),
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penulis juga menganggap dan melihat bahwa BMT tersebut adalah BMT yang
telah dikenal masyarakat.
3. Subyek penelitian
Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini,
maka dilakukan penelitian dengan responden yang terdiri dari :
a. Pengurus BMT yang menawarkan produk ijarah (leasing) di Kota
Makassar.
Penentuan responden ini atas pertimbangan bahwa para responden
tersebut yang mengetahui secara mendalam sekaligus sebagai pelaku
dalam pelaksanaan ijarah (leasing).
b. Nasabah
Penentuan responden ini atas pertimbangan bahwa nasabah dari BMT tersebut
adalah pihak yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan ijarah (leasing).
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan-
permasalahan yang diteliti, maka sarana yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara. Adapun
daftar pertanyaan itu telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian akan
dikembangkan sesuai dengan situasi ketika wawancara (interview) dilakukan,
sedangkan wawancara yang dilakukan ini yaitu melalui wawancara bebas
terpimpin (guidance interview), yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara
langsung kepada responden yang menjadi subjek penelitian, guna memperoleh
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informasi tentang masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam
penulisan ini. Tipe pedoman wawancara yang digunakan adalah tipe
kuesioner terbuka dalam artian tidak ditentukan jawaban.
5. Jalannya Penelitian
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian guna
mendukung penyelesaian penulisan ini ada 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai
berikut
1. Tahap persiapan
Pada tahap persiapan ini dimulai dengan kegiatan pengumpulan bahan
kepustakaan, pra survei yang dilanjutkan dengan penyusunan usulan
penelitian, kemudian dikonsultasikan pada dosen pembimbing setelah itu baru
dilakukan penyempurnaan.
2. Tahap pelaksanaan
Pada tahap ini ada 2 penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Pada penelitian kepustakaan, dilakukan pengumpulan data dan
pengkajian lebih lanjut terhadap data sekunder yang berupa pengumpulan dan
pengkajian lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Pada penelitian lapangan, dilakukan kegiatan penentuan responden dan
pengumpulan data melalui wawancara dengan pedoman wawancara dan
kuesioner yang telah disusun sebelumnya yaitu pada tahap persiapan.
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3. Tahap penyelesaian
Pada tahap penyelesaian dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi mulai
dari penyusunan laporan awal hasil penelitian dan disertai dengan analisis
data yang kemudian dilanjutkan dengan konsultasi, perbaikan dan diakhiri
dengan laporan akhir penelitian.
B. Teknik Analisis Data
Setelah mendapatkan data dari penelitian yang dilakukan, baik data primer
maupun data sekunder, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis
data tersebut. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun
yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden
secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 1986:250), sedangkan pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu menjelaskan masalah
yang diteliti dikaitkan dengan berbagai peraturan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Wawancara
1. Sejarah BMT Al-Rasyidin Kota Makassar
Dalam sejarah BMT Al-Rasyidin Kota Makassar, BMT tersebut awalnya
berdiri pada tahun 1996 oleh bapak Abdul Rasyid Arsyad, S.Ag.,M.Ag. Awalnya
BMT tersebut bernama “Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Qur’an Al-Rasyidin
(YPIQA)”  pada tanggal 17 Oktober tahun 1996 yang ber akte notariskan dengan
nomor 102 (Hasil wawancara pemilik BMT Al-Rasyidin pada tanggal 10
Agustus 2017).
Pada awal berdirinya, yayasan tersebut memiliki beberapa produk antara
lain Lembaga Kursus, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), Taman Kanak-
Kanak Al-Qur’an, dan Baitul Maal Wat Tamwil. Yayasan tersebut telah
menawarkan sistem jual beli dan simpan pinjam tetapi tidak berfokus pada itu
saja karena memiliki produk-produk seperti yang di sebutkan di atas sehingga
tidak dapat di katakan BMT sepenuhnya.
Pada tahun 1998 tepat pada tanggal 20 September Yayasan tersebut
berubah nama dan mengukuhkan dirinya menjadi sebuah Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) sekaligus mendaftarkan izin operasionalnya di PINBUK (Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pada tahun yang sama dengan nomor 107. BMT
Al-Rasyidin bertempat di Jalan Boulevard Makassar Tepat di belakang Hotel
Denpasar Makassar dan disitulah awal mula BMT tersebut di pusatkan.
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BMT yang menawarkan pembiayaan ijarah di Makassar salah satunya
ialah BMT Al-Rasyidin dan BMT tersebut berstatus badan hukum koperasi.
Landasan hukum yang diterapkan oleh BMT Al-Rasyidin adalah Undang-Undang
Perkoperasian 1992 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992), dimana seluruh isi
dari Undang-Undang tersebut seiring dengan gerak dan langkah BMT. BMT tidak
akan bergerak melebihi batasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992.
BMT merupakan jenis koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah
dalam sistem operasionalnya atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam
operasional yang berbeda. Dalam Buku Petunjuk Direktorat Jenderal
Pengembangan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat ditemukan pula di
dalamnya bahwa BMT termasuk sebagai salah satu lembaga pemberdayaan.
BMT tersebut memberikan pembiayaan-pembiayaan bagi para
mudharibnya atau anggotanya. BMT tidak memberikan pembiayaan selayaknya
bank syariah karena BMT bukan bank tapi merupakan lembaga keuangan non
bank dengan pola syariah.
Adanya status badan hukum koperasi yang disandang oleh BMT tersebut,
maka BMT Al-Rasyidin dapat memperoleh dan melengkapi legalitas lainnya
seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), dan
lain-lain.
BMT yang ada di Makassar merupakan lembaga keuangan non bank yang
menyandang status badan hukum koperasi yang diperolehnya dari peluang yang
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diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Petunjuk Menteri Koperasi dan KPK tanggal 25 Maret 1995 serta dalam Buku
Petunjuk Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah tentang Pemberdayaan
Masyarakat.
2. Produk dan Mekanisme Akad Ijarah di BMT Al-Rasyidin
Adapun pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Rasyidin
adalah pembiayaan-pembiayaan yang berlandaskan syariah yaitu Simpan Pinjam
Dengan Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Pembiayaan Qardhul
Hasan dan Akad Ijarah. Ijarah landasan hukumnya adalah landasan hukum
syariah serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998. Ijarah juga diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip
Syariah (Wawancara pemilik BMT pada tanggal 10 Agustus 2017).
Ijarah yang ditawarkan oleh BMT Al-Rasyidin adalah ijarah mutlawah
(leasing). Adapun pelaksanaan ijarah yang dilaksanakan oleh BMT Al-Rasyidin
dimulai dengan adanya kepercayaan yang menjadi dasar pelaksanaan akad ijarah
oleh pihak BMT, yaitu suatu kepercayaan pada kemampuan mudharib untuk
membayar dan melunasi pembiayaan ijarah ini.
Sebelum melakukan suatu akad terlebih dahulu pihak BMT menganalisa
dengan benar karakter (sifat) dari mustajir, mengetahui kemampuan ekonomi dari
mustajir, melakukan wawancara dengan mustajir tentang jenis usaha yang
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dikelola dan pihak BMT melakukan survey lapangan dengan melihat langsung
jenis usaha mustajir.
Kepercayaan ini didasarkan atas sebuah akad (perjanjian) dengan
dituangkan beberapa kesepakatan dengan keikhlasan dan peraturan pelaksanaan
yang disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama pada  saat ijarah
berlangsung.
Pembiayaan merupakan salah satu produk andalan dari BMT Al-Rasyidin,
diantaranya adalah pembiayaan ijarah dimana pembiayaannya dilaksanakan
dengan waktu yang telah ditentukan dengan sistem jatuh tempo, sedangkan
keuntungan yang didapatkan atas dasar kesepakatan bersama.
Adapun isi perjanjian ijarah (leasing) yang dibuat oleh BMT dan disetujui
oleh kedua belah pihak yaitu mustajir dan muajir memuat keterangan terperinci
mengenai :
1. Permohonan Akad ijarah.
2. Objek yang memakai akad dalam pelaksanaan ijarah.
3. Jangka waktu akad dalam pelaksanaan ijarah.
4. Harga sewa serta cara pembayarannya.
5. Keterangan bahwa jika dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah ini terjadi
masalah maka kedua belah pihak setuju menyelesaikan melalui dan menurut
peraturan dan prosedur yang ada di BMT.
Dari keterangan di atas dapat diuraikan bahwa mustajir yang akan
melakukan akad ijarah dengan pihak BMT terlebih dahulu diketahui identitasnya
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karena dalam hal ini pihak BMT (muajir) harus mengetahui bahwa mustajir yang
diberikan pembiayaan adalah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab
dalam mengelola usahanya serta menjalankan suatu usaha yang halal.
Sedangkan barang yang dapat di jadikan jaminan agar mustajir tersebut
tidak lari ialah harus memenuhi salah satunya antara lain BPKB kendaraan
bermotor, sertifikat rumah, SK pertama sampai terakhir, kartu pegawai, ataupun
SK CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
Adapun jangka waktu dalam akad ijarah adalah tertentu, sesuai dengan
kesepakatan antara pihak muajir dan mustajir. Jangka waktu yang di tawarkan
ialah antara lain 10 bulan, 12 bulan, 14 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.
Harga sewa suatu akad ijarah dari BMT tersebut ditentukan sesuai dengan
kesepakatan bersama antara muajir dengan mustajir, cara pembayaran akad ijarah
dari BMT tersebut yaitu dengan membayar angsuran tiap hari, tiap minggu,
maupun tiap bulan sampai jangka waktu yang telah disepakati antara muajir dan
mustajir. Dalam akad ijarah dijelaskan pula keuntungan (margin) yang diperoleh
pihak muajir.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ijarah adalah pihak BMT
(muajir) selaku yang menyewakan dan pihak mustajir yang menyewa dan
disaksikan oleh saksi.
Untuk mencegah terjadinya kerugian di pihak muajir maka dalam akad
ijarah disebutkan keterangan bahwa jika terjadi permasalahan, kedua belah pihak
setuju menyelesaikan melalui dan menurut peraturan dan prosedur BMT,
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maksudnya adalah bahwa jika akad yang menjadi obyek rusak atau hilang maka
yang menanggung adalah pihak mustajir atau jika mustajir melarikan diri atau
telah meninggal maka yang menanggung adalah keluarga atau keturunannya dan
jaminan dari mustajir atau jika mustajir melarikan diri atau telah meninggal maka
yang menanggung adalah keluarga atau keturunannya dan jaminan dari mustajir
akan diambil alih oleh pihak BMT.
Jadi suatu akad pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh BMT (muajir) dan
mustajir berisi materi-materi di atas dan apabila hal-hal tersebut telah dipenuhi
maka muajir dan mustajir dapat menandatangani kontrak ijarah itu dengan baik
(Wawancara pemilik BMT Pada Tanggal 10 Agustus 2017).
Seperti yang telah diketahui bahwa langkah-langkah ke arah suatu akad
ijarah itu yaitu seorang muajir harus mencari keterangan mengenai keadaan dan
keinginan calon mustajir serta meneliti kesanggupan untuk membayar calon
mustajir. Dari kondisi tersebut betapapun juga dalam dunia usaha dan bidang-
bidang lain seseorang tentu tidak ingin menderita suatu kerugian begitupula pihak
BMT. Maka untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian di pihak BMT (muajir),
faktor yang paling menentukan adalah ketelitian BMT untuk mengenal siapa
sebenarnya calon mustajir yang meminta pembayaran ijarah tersebut.
Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Al-Rasyidin
ialah :
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1. Mengadakan penelitian mengenai identitas dan keadaan calon mustajir.
2. Mengadakan penelitian tentang barang yang dijadikan jaminan yaitu
mengenai hal jaminan yang diperlukan dalam permohonan pembiayaan
ijarah.
Walaupun pada dasarnya tidak dibutuhkan jaminan dalam permohonan
perolehan fasilitas pembiayaan ijarah, namun dalam prakteknya apabila ditemui
hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan keragu-raguan terhadap integritas
calon mustajir, maka pihak BMT akan menggunakan jaminan yang kegunaannya
untuk memperoleh rasa aman.
Pelaksanaan suatu akad ijarah jaminan tidak diperlukan jika mustajir telah
dikenal pribadinya, akhlaknya serta kemampuannya untuk melunasi pembiayaan
yang diinginkan (Wawancara Pemilik BMT Al-Rasyidin)
Jaminan sangat perlu bagi BMT Al-Rasyidin untuk memperoleh rasa
aman terutama bila calon mustajir adalah yang pertama kalinya memohon
fasilitas pembiayaan, serta mengingat bahwa pembiayaan ijarah adalah
pembiayaan yang membutuhkan modal besar dan kemungkinan terjadinya
wanprestasi dari pihak mustajir.
Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran uang sewa, serta
untuk mencegah timbulnya kerugian bagi muajir, pihak muajir dapat dan
lazimnya akan meminta jaminan-jaminan dari mustajir. Jaminan-jaminan BMT
pada umumnya sama yaitu jaminan kebendaan yaitu akta tanah dan surat-surat
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kepemilikan kendaraan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan
STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
Mustajir dalam akad ijarah bersedia melakukan serangkaian pembayaran
uang atas penggunaan suatu aset yang menjadi obyek ijarah..
Adapun rukun dan syarat serta ketentuan objek ijarah sebagai berikut :
a. Rukun dan Syarat ijarah antara lain :
1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk
lain.
2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan
penyewa/pengguna jasa.
3) Obyek akad ijarah adalah :
a) Manfaat barang dan sewa
b) Manfaat jasa dan upah.
b. Ketentuan Objek Ijarah.
1) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak.
2) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).
3) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
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4) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.
5) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
6) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan
harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
a) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang sama dengan obyek kontrak.
b) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
Contoh Kasus :
Seorang Nasabah ingin menjadi pengemudi ojek Online, membutuhkan
sebuah motor sebagai penunjang pekerjaannya, lalu nasabah tersebut mendatangi
dan mengajukan permohonan kepada BMT Al-Rasyidin untuk menyewa motor
yang di butuhkan. Permohonannya tersebut disetujui oleh pihak BMT, dan pihak
BMT Al-Rasyidin akan membantu untuk mengeluarkan sebuah motor baru yang
dibutuhkan nasabah. Maka nasabah tersebut akan membayar sewa kendaraan
kepada pihak BMT selama 2 tahun, biaya (sewa) perbulannya adalah Rp.
850.000. Jadi, total yang harus dibayar nasabah selama 2 tahun adalah
Rp.20.400.000 (Hasil Wawancara pemilik BMT Al-Rasyidin pada tanggal 10
Agustus 2017).
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B) Penerapan Prinsip Perjanjian Islam pada Pelaksanaan Akad Ijarah (leasing)
di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Rasyidin.
Ijarah sebagai suatu akad sewa-menyewa dapat diimplementasikan oleh
BMT sebagai salah satu produk penyaluran dana kepada masyarakat. Walaupun
demikian secara praktik di lapangan belum banyak dilakukan oleh BMT yang
ada.
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka ada banyak produk
penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis – finansial dapat
dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini
dimungkinkan karena sistem syariah Islam memberi ruang yang cukup untuk  itu.
Adapun secara teknis implementasi akad ijarah dalam praktik perbankan
syariah diatur dalam Pasal 15 PBI No. 7/46/PB112005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Pasal 15 menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan berdasarkan ljarah untuk transaksi sewa menyewa berlaku
persyaratan paling kurang sebagai berikut:
1. BMT dapat membiayai pengadaan obyek sewa berupa barang yang telah
dimiliki BMT atau barang yang diperoleh dengan menyewa dan pihak lain
untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
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2. Obyek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara
spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka
waktunya;
3. BMT wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas
maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa
sesuai kesepakatan;
4. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/asset sewa yang sifatnya
materiil dan struktural sesuai kesepakatan;
5. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan
disewa oleh nasabah;
6. Nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa,
dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
7. Nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi
bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah;
Di atas telah disebutkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah
berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dan sewa murni dan sewa yang diakhiri
dengan kepemilikan barang obyek sewa dengan penggunaan hak opsi dan si
penyewa atau yang lebih dikenal dengan ijarah muntahiya bittamlik. Mengenai
hal ini secara teknis diatur dalam Pasal 16 PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
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Intinya menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan berdasarkan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) berlaku persyaratan
paling kurang sebagai berikut :
1. IMBT harus disepakati ketika Akad Ijarah ditandatangani dan kesepakatan
tersebut wajib dituangkan dalam Akad Ijarah dimaksud.
2. Pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah Akad Ijarah dipenuhi.
3. BMT wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah
berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa;
4. Pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad
tersendiri setelah masa ijarah selesai.
Beberapa ketentuan akad ijarah juga berlaku dalam akad IMBT ini.
Adapun ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut :
1. BMT dapat membiayai pengadaan obyek sewa berupa barang yang telah
dimiliki BMT atau barang yang diperoleh dengan menyewa dan pihak lain
untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
2. Obyek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara
spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka
waktunya;
3. BMT wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas
maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa
sesuai kesepakatan;
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4. BMT wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/asset sewa yang sifatnya
materiil dan struktural sesuai kesepakatan;
5. BMT dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan
disewa oleh nasabah;
6. Nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang
sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan
kesepakatan;
7. Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi
bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.
BMT sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan
penghimpunan dana dari masyarakat, bank juga menyalurkan dana tersebut ke
masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit dipakai dalam
sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga, sedangkan pada
hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis
pada keuntungan riil yang dikehendaki ataupun bagi hasil.
BMT menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata
baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil.
Dengan demikian transaksi-transaksi yang terjadi di BMT adalah transaksi yang
bebas riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau
penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu
penambahan harta kekayaan secara adil.
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Ada enam prinsip perjanjian Islam yang harus diterapkan dalam perilaku
investasi atau pembiayaan Islam, keenam prinsip  tersebut adalah :
1. Al-Hurriyah (kebebasan)
2. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan)
3. Al-‘Adalah (keadilan)
4. Al-Ridha (kerelaan)
5. Al-Shidiq (kebenaran dan kejujuran)
6. Al-kitabah (tertulis)
Adapun bentuk penerapan keenam prinsip di atas pada BMT, sebagai
berikut :
1. Al-Hurriyah (kebebasan).
Prinsip Al-Hurriyah (kebebasan) pada dasarnya telah tertuang dalam Akad
perjanjian Murabahah pada BMT jadi para pihak diberikan kebebasan dalam
menentukan objek perjanjian asalkan objek perjanjian halal, serta apabila
terjadi suatu sengketa di kemudian hari ada pilihan penyelesaian sengketa
yang di berikan oleh BMT kepada nasabah dan nasabah diberikan kebebasan
untuk menyetujui atau menolak bentuk penyelesaian sengketa yang
ditawarkan oleh pihak BMT.
2. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan).
Penerapan prinsip Al-Musawah pada BMT di sini nasabah sebagai mitra
dimana  nasabah mempunyai kedudukan yang sama dengan bank, misalnya
nasabah membuat permohonan pembiayaan kepada BMT dan BMT
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mengeluarkan surat keputusan pembiayaan tetapi apabila nasabah tidak setuju
dengan bentuk surat keputusan pembiayaan maka nasabah bisa menolak.
3. Al-Adalah (keadilan).
Bentuk penerapan prinsip Al-Adalah (keadilan) pada BMT yaitu pembiayaan
dilakukan setelah nasabah telah memenuhi syarat-syarat yang telah diajukan
oleh BMT, contoh syarat yang diajukan oleh BMT yaitu rumah sudah
diasuransikan dan nasabah menyerahkan sertifikat asli. Apabila nasabah tidak
memenuhi syarat-syarat tersebut maka BMT membebankan biaya kepada
nasabah.
4. Al-Ridha (kerelaan).
Bentuk penerapan prinsip Al-Ridha (kerelaan) oleh nasabah juga sudah
mencakup prinsip Al-Shidik (kebenaran dan kejujuran) oleh BMT yaitu tidak
ada unsur paksaan, penipuan/kebohongan dan tekanan maka dituntut suatu
kebenaran dan kejujuran karena sangat berpengaruh dalam keabsahan
perjanjian/akad. Contohnya yaitu :
Pihak BMT mencantumkan secara transparan seperti :
a. Harga jual
b. Jangka waktu
c. Objek yang dibiayai
d. Rincian jaminan atau agunan
e. Polis asuransi
f. Biaya administrasi dan  Biaya Notaris
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5. Al-Kitabah (Tertulis)
Bentuk penerapan prinsip Al-Kitabah (Tertulis) pada BMT yaitu
diterbitkannya surat keputusan pembiayaan dan perjanjian ditandatangani di
hadapan notaris.
Produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan
didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk Murabahah, salam,
dan istishna. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara BMT dengan nasabah
dimana BMT membeli barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan
sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.
Akad ijarah adalah salah satu perjanjian yang timbul dalam praktek
karena kebutuhan bisnis atau usaha dari pengusaha kecil, ijarah merupakan suatu
akad (perjanjian) antara dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menikmati suatu barang, selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran
yang telah disepakati bersama.
Ijarah (leasing) mempunyai beberapa perbedaan dengan sewa menyewa
yaitu ijarah adalah salah satu metode pembiayaan sedangkan perjanjian sewa
menyewa belum tentu bertujuan pembiayaan dari suatu usaha, ijarah obyek yang
menjadi akad ijarah adalah tertentu yang digunakan untuk melakukan suatu usaha
sedangkan sewa menyewa dapat meliputi barang-barang yang digunakan di luar
kepentingan usaha. Perbedaan yang paling utama dalam akad ijarah dengan sewa
menyewa adalah mengenai hak opsi dimana dalam akad ijarah ada hak opsi yaitu
hak pilih apakah obyek ijarah diakhiri dengan beralihnya suatu kepemilikan atau
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kembali kepada pemilik sebelumnya sedangkan dalam sewa menyewa tidak ada
hak pilih.
Selain pembiayaan ijarah terdapat beberapa pembiayaan lain yang
ditawarkan oleh BMT untuk dapat membantu pengusaha kecil dalam
mengembangkan usahanya, BMT dikatakan sebagai institusi yang paling cocok
untuk mengatasi masalah ekonomi bangsa, karena BMT adalah sebuah lembaga
yang memberdayakan masyarakat kecil sehingga secara otomatis masyarakat pun
merasa dekat dengannya, di samping itu BMT menjalin hubungan kekeluargaan
pada semua shahibul maal dan pengurusnya (mudharib), serta BMT memiliki
sistem yang mudah dan praktis untuk dipahami oleh setiap shahibul maal, yang
mana sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan rendah
karena kemiskinan yang dialami tersebut. BMT juga memiliki sifat yang fleksibel
yakni apabila ada shahibul maal yang mengalami kesulitan/masalah misalnya
dalam hal pembiayaan, maka seluruh kesepakatan yang ada sebelumnya dapat
diubah dengan kesepakatan yang baru yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Demikian pula BMT akan senantiasa membantu para shahibul maalnya dengan
pembiayaan-pembiayaan yang disediakan oleh BMT.
Peran serta BMT ini sangat besar sumbangsihnya untuk meningkatkan
perekonomian pengusaha kecil mikro, karena BMT tidak saja mencari
keuntungan sepihak tapi juga memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya
bagi umat atau masyarakat pada umumnya dan bagi shahibul maal.
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BMT telah memberikan peranan yang besar bagi perekonomian Indonesia.
Peranan BMT dapat dilihat dalam hal upaya BMT untuk meningkatkan
pengetahuan dan sumber daya manusia pengusaha kecil tentang ekonomi Islam
dan etika bisnis yang Islami.
BMT menerapkan pola syariah dalam kegiatannya di bidang ekonomi dan
bisnis, sehingga para shahibul maal yang awalnya kurang paham tentang konsep
ekonomi dan bisnis syariah menjadi paham dengan konsep tersebut. Dari
pemahaman para shahibul maal yang jelas tentang konsep tersebut diharapkan
supaya mereka mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka
seperti menjauhkan diri dari praktek riba, dan lain-lain.
C) Kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT dalam Pelaksanaan Ijarah
BMT Al-Rasyidin yang menjadi tempat penelitian penulis menghadapi
kesulitan yang dimana adakalanya suatu akad (perjanjian) telah memenuhi syarat-
syarat sahnya suatu akad (perjanjian) tidak juga dapat terlaksana sebagaimana
yang telah diperjanjikan. Kendala dari pihak BMT adalah modal yang tersedia
tidak banyak sehingga untuk memberikan pembiayaan terbatas, kendala lain yaitu
jika mustajir tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka mustajir tersebut
dikatakan melakukan wanprestasi.
Dalam hal adanya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak
menderita kerugian, oleh karena ada pihak yang dirugikan maka pihak yang
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menimbulkan kerugian itu bertanggung jawab dengan dikenakan sanksi atau
hukuman.
Pelaksanaan akad ijarah, ingkar janji atau wanprestasi yang disebabkan
oleh kelalaian dari pihak mustajir adalah mengenai soal pembayaran uang sewa
(angsuran) atau pembayaran lain yang sudah merupakan kewajiban pihak mustajir
sehubungan dengan pelaksanaan akad dan juga mengenai dilanggarnya atau tidak
dipatuhinya kewajiban ataupun larangan-larangan bagi mustajir seperti yang
disepakati dalam akad ijarah.
Hal-hal yang dapat mengakibatkan ingkar janji/wanprestasi yang
dilakukan oleh mustajir tersebut adalah :
1. Mustajir menunda-nunda pembayaran angsuran yang telah seharusnya dibayar
atau baru membayar sekian hari setelah tanggal tertentu ataupun ia melakukan
pembayaran tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.
2. Dalam keadaan mustajir tidak sanggup atau tidak mampu membayar angsuran
atau dengan sengaja tidak membayar angsuran yang sudah jatuh tempo.
Untuk menagih angsuran tersebut dilimpahkan kepada keluarga mustajir
meskipun tidak ada perjanjian khusus yang dibuat oleh pihak BMT dengan pihak
ketiga sebagai penanggung jika terjadi risiko, tetapi pada akad ijarah telah
ditetapkan bahwa jika dalam pelaksanaan pembayaran ijarah ini terjadi masalah
maka kedua belah pihak setuju menyelesaikan melalui dan menurut peraturan dan
prosedur yang ada di BMT.
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Adapun sanksi yang dikenakan BMT Al-Rasyidin terhadap mustajir yang
melakukan wanprestasi adalah dikenakan denda yaitu sanksi yang dikenakan
kepada mustajir terlambat membayar angsuran sesuai dengan waktu yang
disepakati bersama adalah denda 2,5% dari angsuran.
Jika terjadi keterlambatan pembayaran pihak BMT mengenakan sanksi
kepada mustajir yaitu dengan membayar denda. Jika telah membayar denda
sesuai ketetapan BMT Al-Rasyidin maka jumlah uang dari denda tersebut masuk
ke ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) untuk diolah dan dimanfaatkan kepada yang
membutuhkan untuk dipergunakan bagi kepentingan umat.
Dalam pelaksanaan akad ijarah wanprestasi umumnya dilakukan pihak
mustajir, baik yang bersifat sementara dalam arti menunggak kemudian
membayar dan juga yang bersifat tetap dalam arti persoalan terpaksa diselesaikan
melalui proses hukum.
Bila ditinjau dari segi mustajir yang bertindak sebagai pemakai barang
yang disewakan, singkatnya ia merupakan pihak penyewa. Dalam hal akad ijarah
ada beberapa segi keuntungan yang akan diperoleh mustajir yaitu :
1. Mustajir tidak perlu menyediakan dana yang besar untuk menyewa suatu
barang yang akan digunakannya untuk suatu usaha, maksimum hanya menjadi
anggota yang biasanya uang untuk menjadi anggota jumlahnya tidak banyak
agar BMT dapat memberikan pembiayaan ijarah.
2. Barang atau objek akad ijarah dapat disediakan dengan cepat oleh pihak BMT
sehingga untuk memulai suatu usaha tidak perlu menunggu lama.
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Kendala-kendala yang dapat timbul dari pihak mustajir dalam akad ijarah
yaitu usaha mustajir jalankan tidak lancar dan target yang diperkirakan tidak
tercapai dan keuntungan tidak diperoleh dan angsuran harus dibayar kepada pihak
BMT (muajir) tepat waktu sesuai dengan akad ijarah yang telah disepakati, jika
terlambat dikenakan sanksi sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak muajir.
Adapun yang menjadi kendala lain bagi pihak mustajir adalah jika obyek
yang menjadi akad ijarah tersebut hilang atau rusak maka sepenuhnya mustajir
yang harus menanggung kerusakan tersebut.
Akad ijarah ini dapat menimbulkan risiko maka pihak-pihak yang terlibat
harus berhati-hati dalam melakukan tanggung jawab masing-masing khususnya
bagi pihak mustajir.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Megacu pada uraian-uraian dan pembahasan di bab-bab sebelumnya mengenai
pelaksanaan Akad Ijarah (Leasing) menurut pandangan Ekonomi Islam di
BMT Al-Rasyidin Kota Makassar, maka penulis dapat mengambil keputusan
bahwa implementasi teori bisnis Tazkiyah di BMT tersebut adalah tentang
bagaimana sebuah BMT menawarkan dan memasarkan juga mengaplikasikan
semua Akad yang di tawarkan BMT Al-Rasyidin sesuai dengan prinsip
Ekonomi Islam dan transaksi yang di lakukan kedua belah pihak atas dasar
Ridho atau rela dan tidak ada paksaan serta tidak memberatkan atau
merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip Tazkiyah
dimana prinsip tersebut adalah sebuah transaksi ekonomi yang suci dan bersih
bukan hanya tertuju pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, melainkan juga
yang lebih menentukan bagaimana proses yang digunakan untuk
memproduksi, mengolah, ataukah mendapatkan harta benda itu serta
berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah.
2. Adapun secara teknis implementasi akad ijarah dalam praktik perbankan
syariah diatur dalam Pasal 15 PBI No. 7/46/PB112005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
85
Bentuk pembiayaan berdasarkan ljarah untuk transaksi sewa
menyewa berlaku bahwa produk pembiayaan perbankan syariah
berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dan sewa murni dan sewa yang
diakhiri dengan kepemilikan barang obyek sewa dengan penggunaan hak
opsi dan si penyewa atau yang lebih dikenal dengan ijarah muntahiya
bittamlik. Disini dalam penerapan Akad Ijarah pada BMT Al-Rasyidin ialah
BMT tersebut menggunakan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah serta tidak melanggar pasal
ataupun undang-undang.
B. Saran
Hasil penelitian ini menyarakan kepada pemilik BMT dan masyarakat
khususnya yaitu :
1. Untuk pemilik BMT Khususnya harus lebih bisa memperkenalkan Baitul
Maal Wat Tamwil kepada masyarakat dan harus lebih bisa menjelaskan
mekanisme dan produk-produk yang terdapa di dalam BMT tersebut.
2. Bagi masyarakat harus lebih bisa mempercayai dan mencoba bertransaksi di
Baitul Maal Wat Tamwil karena dalam BMT tidak ada yang lebih di
untungkan begitupula sebaliknya tidak ada yang saling di rugikan karena
mekanismenya berjalan jika ada unsur suka sama suka dan ikhlas sama ikhlas
dan menggunakan sistem bagi hasil.
86
3. Bagi Pemerintah agar lebih bisa menindaki Bank-Bank serta Koperasi yang
menjual nama produk bank syariah tetapi mekanismenya tidak sesuai dengan
prinsip syariah.
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Pertanyaan Wawancara Yang Akan Di Ajukan Kepada Pemilik BMT Antara Lain :
1. Apa landasan hukum yang digunakan BMT Al Rasyidin ?
2. Apa saja legalitas yang dimiliki BMT ?
3. Pembiayaan-pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh BMT Al Rasyidin ?
4. Apa isi akad ijarah yang harus disetujui oleh kedua belah pihak ?
5. Apa-apa saja objek yang menjadi akad ijarah dalam BMT tersebut ?
6. Berapa lama jangka waktu yang diberikan BMT kepada sang penyewa ?
7. Bagaimana proses pembayarannya ?
8. Apa saja langkah yang dilakukan oleh pihak BMT untuk mengantisipasi kerugian atau
penyewa yang lari ?
9. Apa syarat yang harus dipenuhi pihak penyewa untuk menyewa sesuatu ?
10. Bagaimana pelaksanaan prinsip perjanjian islam dalam pelaksanaan ijarah di BMT?
11. Apa kendala yang di hadapi oleh pihak BMT dalam pelaksanaan Ijarah?
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